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ABSTRAKSI 

Nama : Rizqi Afif Sya’bani 

NIM : 201910110311500 

Judul : ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK  

PIDANA PENODAAN AGAMA DITINJAU 

DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI 

INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 

1612/Pid.B/2018/PN-Mdn) 

Pembimbing : 1. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D 

 2. Cholidah, S.H., M.H. 

 

Permasalahan utama adalah tindak pidana penodaan agama yang menimbulkan pro 

dan kontra. Masyarakat yang pro, melihatnya sebagai pelanggaran serius terhadap 

agama, dan yang kontra, menganggapnya menciderai kebebasan berekspresi. 

Menjadi perhatian khusus untuk penegak hukum dalam menerapkan Pasal 156a 

KUHP terkait penodaan agama. Kasus wanita menjadi terdakwa karena 

mengeluhkan volume suara toa masjid menciptakan ketidakrelevanan Pasal 156a 

KUHP karena menentang aspek regulasi dan HAM.Penelitian ini menggunakan 

tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dimana 

menganalisis regulasi terkait, kemudian pendekatan kasus yaitu fokus pada Putusan 

Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn untuk memahami kaidah hukum dan norma, 

serta pendekatan konseptual yang merujuk pada pandangan dan doktrin di ilmu 

hukum, khususnya konsep tindak pidana penodaan agama dan prinsip-prinsip hak 

asasi manusia. sepanjang pemeriksaan kasus Meliana, Majelis Hakim memberikan 

kesan kurang adil. ditunjukkan dengan kurangnya ruang yang diberikan kepada 

Terdakwa untuk memberikan keterangannya secara luas mengenai fakta yang 

sebenarnya dan ketidakrelevanan antara alat bukti dengan unsur pada pasal yang 

didakwakan. Dimana Hakim tampaknya kurang memperhatikan prinsip prinsip dan 

esensi HAM yang didalamnya termasuk hak atas ekspresi beragama dan 

berpendapat, sehingga menimbulkan anggapan adanya diskriminasi terhadap 

terdakwa.Dalam kasus ini, Majelis Hakim kurang memberikan uraian keterkaitan 

yang jelas terhadap fakta, alat bukti dan regulasi, sehingga menciptakan 

ketidakpastian hukum. oleh karena itu muncul keputusan yang terkesan tidak adil. 

Untuk menjaga integritas peradilan, diperlukan proses yang independen, 

transparan, dan adil. Ini penting agar keputusan peradilan mencerminkan keadilan, 

memenuhi hak asasi semua pihak dan tidak diskriminatif, serta dapat membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. 

 

Kata Kunci : HAM, Penodaan Agama, Penegakan Hukum, Pasal 156a KUHP 
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ABSTRACT 

 

Name : Rizqi Afif Sya’bani 

Student Number : 201910110311500 

Title : JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL 

ACT OF BLASPHEMY REVIEWED IN THE 

PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN 

INDONESIA (Case Study of Decision Number: 

1612/Pid.B/2018/PN-Mdn) 

Advisor : 1. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D 

  2. Cholidah, S.H., M.H. 

 

The main issue is the criminal offence of blasphemy, which has created pros and 

cons. Those who are pro, see it as a serious offence against religion, and those who 

are con, consider it to be a violation of freedom of expression. It is of particular 

concern for law enforcement in applying Article 156a of the Criminal Code related 

to blasphemy. The case of a woman becoming a defendant for complaining about 

the volume of the mosque's toa creates the irrelevance of Article 156a of the 

Criminal Code because it opposes aspects of regulation and human rights.This 

research uses three main approaches, namely the legislative approach which 

analyses related regulations, then the case approach which focuses on Decision 

Number 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn to understand legal rules and norms, as well as 

a conceptual approach that refers to views and doctrines in legal science, especially 

the concept of blasphemy crimes and human rights principles. throughout the 

examination of the Meliana case, the Panel of Judges gave the impression of being 

unfair. shown by the lack of space given to the Defendant to provide extensive 

information about the actual facts and the irrelevance between the evidence and 

the elements of the article charged. In this case, the Panel of Judges did not provide 

a clear description of the relationship between the facts, evidence and regulations, 

thus creating legal uncertainty, and therefore a decision that seemed unfair. To 

maintain the integrity of the judiciary, an independent, transparent and fair process 

is required. This is important so that judicial decisions reflect justice, fulfil the 

human rights of all parties and are non-discriminatory, and can build public 

confidence in the Indonesian legal system. 

 

Keyword : Human Rights, Blasphemy, Law Enforcement, Article 156a Criminal 

Code 
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